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BAB  III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan dianalalisis menggunakan teori dan konsep 

dari Hukum Positif maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Agar pelaksanaan Euthanasia yang dilakukan dengan alasan-alasan yang 

dapat dipertanggung-jawabkan tidak termasuk kategori perbuatan melawan hukum 

maka perlu adanya perluasan terhadap Pasal 344 KUHP, perluasan yang 

dimaksudkan adalah perluasan yang dapat mengakomodir pelaksanaan Euthanasia 

dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan  yaitu alasan medis, 

ekonomi dan hak asasi manusia, alasan kenapa dilakukannya Euthanasia, yaitu 

alasan siapa dan kenapa seseorang meminta untuk dilakukan Euthanasia, adalah 

seorang pasien yang sudah sangat menderita akibat dari penyakit yang diderita oleh 

sang pasien tersebut.  

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 

menyarankan : 

Seyogyanya perlu segera dilakukan Amandemen terhadap pasal 

344 KUHP agar dapat mengakomodir pelaksanaan Euthanasia dengan 

alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak menimbulkan keraguan. 
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